Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR & TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib
mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) diserta penjelasannya dan
dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1
(satu) tahun anggaran berakhir untuk memperoleh
persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun
Anggaran 2026;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); '

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);



10.

11.

12,

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di
Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6961);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor- 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224});

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42});

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323};

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847j};

-

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tabhun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar

Harga Satuan Regional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 105);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 ({Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 727).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

Dan
WALI KOTA JAMBI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026,

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan
hak dan kewajiban Daerah tersebut.



2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggatran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan Perda.

4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik
fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.

9. Dana Bagi Hasil yang seclanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai
Kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan .bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

11. Pembiayaan adalah setiap penerima yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 7

12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Pasal 2
APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar
Rp1.773.936.154.499,00 {satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar
sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus
sembilan puluh sembilan rupiah}, yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp711.667.659.000,00 (tujuh ratus sebelas miliar enam
ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah),
yvang terdiri atas:
a. Pajak Daerah;

Retribusi Daerah;

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yvang Dipisahkan; dan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

oo o



(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a direncanakan
sebesar Rp536.936.059.566,00 (lima ratus tiga puluh enam miliar sembilan
ratus tiga puluh enam juta lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh
enam rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp64.051.241.800,00 (enam puluh empat miliar lima puluh satu juta
dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiahj.

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp16.264.564.000,00 (enam belas
miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu
rupiahj.

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf d direncanakan sebesar Rp94.415.793.634,00 (sembilan puluh
empat miliar empat ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu
enam ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rpl1.062.268.495.499,00 (satu triliun enam puluh dua
miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima
ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp941.394.802.000,00 {sembilan ratus empat
puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua ribu
rupiah}.

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rpl20.873.693.499,00 (seratus dua puluh miliar
delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat
ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 6
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢ pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar
Rp1.808.566.435.000,00 {(satu triliun delapan ratus delapan miliar lima ratus
enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiahj, yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal; dan
c. Belanja Tidak Terduga;



Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Opecrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rpl.684.728.317.898,12 (satu triliun enam ratus
delapan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus
tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua belas sen),
yang terdiri atas:

Belanja Pegawai;

Belanja Barang dan Jasa;
Belanja Subsidi;

Belanja Hibah; dan

e. Belanja Bantuan Sosial.

po TR

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp1.060.271.574.753,36 (satu triliun enam puluh miliar dua ratus
tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima
puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen).

{3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp569.417.109.894,01 (lima ratus enam puluh
sembilan miliar empat ratus tujuh belas juta seratus sembilan ribu delapan
ratus sembilan puluh empat rupiah satu sen).

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ pada Tahun
Anggaran 2026 tidak dianggarkan.

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp49.283.093.250,75 (empat puluh sembilan miliar dua ratus delapan
puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah tujuh
puluh lima sen). l

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp5.756.540.000,00 {lima miliar tujuh ratus lima puluh
enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp113.838.117.101,88 (seratus tiga belas miliar
delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu seratus satu
rupiah delapan puluh delapan sen), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah,;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
€. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan

{f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaifnana dimaksud pada ayat (1} huruf a pada
Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.

{3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp20.574.909.143,88 (dua puluh miliar lima ratus
tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu seratus empat puluh tiga
rupiah delapan puluh delapan sen}.



(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rpl11.688.257.786,00 (sebelas miliar enam
ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus
delapan puluh enam rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.954.301.225,00 (enam puluh delapan
miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus satu ribu dua ratus dua
puluh lima rupiah). :

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rpl12.620.648.947,00 (dua belas miliar enam ratus
dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat
puluh tujuh rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pada
Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.

Pasal 10
Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢
direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

: Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar
Rp34.630.280.501,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta dua
ratus delapan puluh ribu lima ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan.
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 12
(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a direncanakan sebesar Rp34.630.280.501,00 {tiga puluh empat miliar
enam ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus satu
rupiah) yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anhggaran tahun sebelumnya.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp34.630.280.501,00 (tiga puluh empat
miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus
satu rupiah)j.

Pasal 13
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf
b untuk penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada Bank Jambi
tidak dianggarkan.

Pasal 14
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp34.630.280.501,00 (tiga puluh
empat miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh ribu lima
ratus satu rupiahyj.

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp34.630.280.501,00 (tiga
puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh ribu
lima ratus satu rupiah).



(1)

(2]

(3)

Pasal 15

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam peraturan daerah ini,

yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2026.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan dacrah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.

2.

10.

Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran I Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta
Keluaran; )

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD
dan PPAS dengan APBD,

Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas
Daerah, ’

Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan Tahun
Anggaran 2026;



Pasal 17
Wali Kota Jambi menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD.

Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 3| Desember 2025

WALI KOTA JAMBI,

MAULANA

D:undankan di Jambi




